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PEDOMAN TRANSLITERASI  






Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (Sa ṡ es (dengan titik di atas ث
 Jim J Je ج
 Ha ḥ ح
ha (dengan titk di 
bawah) 
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 (Zal Ż zet (dengan titik di atas ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy es dan ye ش
 Sad ṣ ص
es (dengan titik di 
bawah) 
 Dad ḍ ض
de (dengan titik di 
bawah) 
 Ta ṭ ط
te (dengan titik di 
bawah) 
 Za ẓ ظ
zet (dengan titk di 
bawah) 





Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (’) 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tungggal bahasa Arab. 
yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
 
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 hamzah , Apostof ء
 Ya Y Ye ي
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ
 
 fatḥah A A ا
َ
 
 Kasrah I I ا
َ
 





1. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup atau 
mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ى 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َ  fatḥah an yā‟ Ai a dan i ى 
و
 
 fatḥah dan wau Au a dan u ى َ
Harkat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan Tanda Nama 
... |  اَ …I…ى..ا 
fatḥahdan alif atau 
yā‟ 
Ā a dan garis di atas 
 kasrahanyā‟ I i dan garis di atas ى




ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (  ّ  maka ia,(ى 
ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i).  
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah  maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-).   
7. Hamzah  
Aturan translasi huruf hamzah menjadi opostrop (’) hanya berlaku bagi hamzah 
yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia Kata, 
istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis 
menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’ān), 
alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian 







9. Lafẓ al-Jalālah (هللا) 
Kata “Allah” yang didahului partake huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah.  
Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-Jalālah 
ditransliterasi dengan huruf [t].  
10. Huruf Kapital  
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 
dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila 
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  
Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 
menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk  
huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik 
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Pokok Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tugas dan fungsi 
kantor kelurahan dalam melaksanakan penagihan pajak di Kelurahan Batua Kota 
Makassar (telaah Hukum Tatanegara Islam)? Pokok masalah tersebut selanjutnya 
dibagi menjadi beberapa submasalah yang membahas tentang 1) Bagaimana peran 
kantor kelurahan Batua dalam melaksanakan penagihan pajak?  2) Faktor-faktor 
apa saja yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi kantor kelurahan dalam 
melaksanakan penagihan pajak di Kelurahan Batua Kota Makassar? 
Jenis penelitian yang diigunakan dalam penelitian ini adalah penelitian  field 
kualitatif research. Sedangkan pengumpulan data menggunakan data primer yaitu 
data yang diperoleh dari lapangan yang dikumpulkan melalui observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder yaitu data yang 
dikumpulkan melalui literatur-literatur dan artikel yang relevan dengan penelitian 
ini, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Peran kantor kelurahan Batua 
dalam pelaksanaan penagihan pajak adalah memastikan warga kelurahan batua 
membayar pajak sesuai peraturan yang telah ditetapkan mengenai harga serta waktu 
pembayaran untuk mengingatkan warganya untuk melakukan pembayaran pajak. 
Sedangkan kantor kelurahan batua dalam melaksanakan penagihan pajak adalah 
mewajibkan warga membayar pajak secara langsung di kantor pos terdekat atau 
melalui bank sulselbar, menerima langsung pembayaran PBB masyarakat atau 
warga di kantor lurah oleh kolektor PBB kelurahan. Dalam islam membayar pajak 
sama dengan melakukan pembayaran zakat yang sifatnya wajib dilaksanakan demi 
menunaikan ibadah. 2) Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanan Tugas dan Fungsi 
Kantor Lurah dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak. Pertama, banyaknya lahan 
kosong yang ditinggalkan karna tidak diketahui keberadaan pemiliknya, Kedua, 
kurangnya pendidikan masyarakat terhadap wajib bayar pajak, Ketiga, kurangnya 
pemahaman masyarakat terkait tempat dan prosedur membayar pajak. 
Implikasi dari penelitian ini adalah 1) diharapkan agar para pegawai yang 
terlibat dalam pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di 
kelurahan batua sebaiknya lebih meningkatkan lagi kinerja dalam menjalankan 
tugas serta fungsi-fungsinya. 2) meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 
memahami pentingnya pembayaran pajak serta peran aktif pegawai  kantor 
kelurahan batua dalam melakukan sosialisasi serta memahami bagaimana kondisi 






A. Latar Belakang Masalah   
Indonesia sebagai negara berkembang memiliki berbagai macam potensi 
untuk menjadi negara yang lebih maju, dan sumber penerimaan negara Indonesia 
dibagi menjadi sumber dari dalam negeri dan luar negeri. Akan tetapi pencapaian 
tersebut belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dikarenakan banyaknya 
wajib pajak yang tidak melaporkan besarnya pajak sesuai yang diberikan oleh 
pemerintah dan cenderung malah mengurangi biaya yang ditetapkan. Pemungutan 
pajak memang bukan sesuatu yang  mudah, selain peran serta aktif dari 
pemerintah, kesadaran masyarakat juga ditutntut untuk membayar pajak. 
Dalam Undang-Undang pasal 1 ayat 1 UU No.16 Tahun 2009 yang 
dimaksud dengan pajak adalah konstribusi wajib kepada negara yang terutang 
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdaasarkan Undang-
Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi kemakmuran masyarakat. 
Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan 
umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung drasakan oleh rakyat. 





warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pembiayaan negara dan 
pembangunan nasional.1 
Pemungutan pajak memang bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, 
selain peran aktif dari pemerintah, kesadaran masyarakat juga dituntut untuk 
membayar paja. Pada umumnya masyarakat cenderung untuk menghindari 
pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran 
masyarakat yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap 
peraturan perpajakan yang berlaku. 
Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana masyarakat 
mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar 
dan sukarela.2 Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat rendah, 
karena mereka sampai sekarang berfikir bahwa pajak yang dibayarkan pasti 
diselewengkan. Banyaknya tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparatur 
pemerintahan membuat masyarakat berpifikir bahwa membayar pajak akan sama 
saja tidak digunakan untuk pembangunan, namun hanyak dinikmati oleh oknum-
oknum yang tidak bertanggung jawab. 
Mengenai hukum pajak dalam Islam, ada dua pandangan yang dapat 
muncul, seperti pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan adanya pajak, 
sedangkan pendapat kedua yakni memandang bahwa pajak merupakan tindakan 
kezhaliman dan hal tersebut merupakan sesuatu yang haram. Pajak ialah sesuatu 
                                                 
1Russel Butarbutar, Hukum Pajak Indonesia dan Internasional (Bekasi: 
Gramata Publishing, 2017), h. 2. 






yang diperbolehkan, pendapat ini diambil dengan menganggap bahwa pajak 
adalah ibadah yang sama dengan zakat. Pajak ini bahkan bisa menjadi wajib 
karena sebagai bentuk ketaatan kepada waliyyul amri atau biasa disebut sebagai 
pemerintah.3 
Allah swt tidak membiarkan manusia saling menzhalimi satu dengan yang 
lainnya, Allah swt dengan tegas mengharamkan perbuatan zhalim atas diri-Nya, 
juga atas segenap makhluk-Nya. Kezhaliman dengan berbagai ragamnya telah 
menyebar dan berlangsung turun temurun dari generasi ke generasi, dan ini 
merupakan salah satu tanda akan datangnya hari kiamat sebagaimana Rasulullah 
saw pernah bersabda.  
يُبَاليَّ الَْمْرُء بَِما أََخذَ اْلَماَل أَ مْن َحالَل أَم مْن َحَرالَيَأْتِيَنَّ َعلَى النَّا س َزَماٌن لَ   
Artinya: 
“Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman saat manusia tidak 
peduli dari mana mereka mendapatkan harta, dari yang halalkah atau yang 
haram”  [HR Bukhari kitab Al-Buyu : 7]4    
 
Salah satu bentuk dalam mencapai sebuah keberhasilan yang diperolehan 
dalam pembangunan nasional selain dari sudut pandang  sumber daya manusia, 
sumber daya alam, dan sumber daya itu sendiri yaitu ketersediaan dana 
pembangunan baik yang diperoleh dari sumber pajak maupun bukan non pajak. 
Pajak yaitu salah satu sumber dimana wajib dalam pembiayaan pembangunan 
                                                 
3Edi Haskar, “Hubungan Pajak dan Zakat Menurut Perspektif Islam”, jurnal 
Menara, vol. 14 no. 2 (April 2020), h. 35. 
4Subehan Khalik, “Hak-Hak Kaum Minoritas Dalam Hukum Islam”, Jurnal al-





nasional dalam rangka memajukan peningkatan keamanan masyarakat. 
Berhubungan dengan adanya hal penting dalam pengelolaan pajak tersebut perihal 
prioritas bagi pemerintah.   
Pembangunan ekonomi suatu daerah juga tidak terlepas dengan kebijakan 
di bidang perpajakan, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Diupayakan, 
pemilik modal dalam negeri dan luar negeri diharapkan regulasi pajak yang kuat 
dengan  diupayakan, jumlah implementasi di ruangan yang sederhana dan murah 
pembayaranya. 
Pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan dan membiyai 
penyelenggaraan pemerintahan selain mendapatkan bantuan dari pemerintahan 
pusat juga menggunakan hasil dari pajak daerah. Oleh karena itu, semakin besar 
sumber pendapatan yang berasal dari daerah dan bukan dari bantuan dari 
pemerintah pusat, maka daerah itu semakin mampu untuk lebih mensukseskan 
pembangunan di daerah tersebut.5 
Karena memang pajak tidak lepas dengan masyarkat. Pajak sudah menjadi 
faktor utama dalam mengambil keputusan, rencana baik dari segi administrasi 
perusahaan dan para pemilik modal, terlebih era persaingan global yang sangat 
ketat dengan perubahan ruang yang sangat dinamis, mau tidak mau kebijaksanaan 
di bidang perpajakan juga memiliki dinamika yang sedemikian rupa. Peraturan 
dan pelaksanaan pajak yang dicapai dan sesuai tentu perihal anganangan semua 
pihak, terkhusus dunia usaha. Untuk memperoleh hasil yang memenuhi sasaran 
dalam kaitan penagihan pajak bumi dan bangunan ini, salah satu faktor yang 
                                                 
5Marilang, “Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif”, Jurnal 





penting bagaimana penarikan dan manfaat dari pajak ini dilakukan dengan sebaik-
baiknya. 
Kantor kelurahan sebagai salah satu alat dalam penarikan pajak bumi dan 
banguunan  maka demi mewujudkan cita-cita pembangunan tidak hanya 
dibutuhkan peran dari pemerintah melainkan turut sertanya masyarakat dalam 
membangun kesadaraan pentingnya pajak, mengingat peran penting masyarakat 
dalam menanggung biaya suatu negara yng dituntut seadanya kesadaraan 
masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunann sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang telah dtetapkan. Namun dalam kenyataanya 
banyak kendala atau gangguan yang dihadapi pemerintahan kelurahan dalam 
peroses penagihan pajak hal ini dikarenakan karna kurangnya kesadaraan 
masyarakatt, keadaan masyarakat yang kurang atau tidak paham betapa 
pentingnya pajak dalam pembangunan daerah selain itu banyaknya anggapan 
masyarakat tentang pajak yang hanya merugikan tanpa melihat hasil dari 
pembayaran yang masyarakat lakukan menimbulkan perlawanan terhadap 
pembayaran pajak bumi dan bangunan. Maka dalam rangka mengurangi atau 
bahkan menghilangkan hambatan-hambatan tersebut perlu dilakukan suatu 
kondisi yang membuat masyarakat sadar betapa pentingnya membayar pajak. 
Kelurahan Batua merupakan salah satu daerah di Kota Makassar yang 
memiliki perkembangan ekonomi yang pesat. Kelurahan Batua juga memiliki 
masayarakat dengan berbagai macam aktivitas yang dilakukan. Seiring dengan 
meningkatnya aktivitas yang terjadi di masyarakat, dan berkembangnya potensi 





masyarakat, maka pajak daerah harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di kelurahan batua. 
Dalam penelitian ini peneliti mengfokuskan pada hal-hal yang terkait 
dengan kesadaraan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, 
peneliti mengambil kelurahan batua sebagai lokasi penelitian. Kelurahan batua 
selama ini dikenal dengan pengelolahaan pajak bumi dan bangunan berjalan 
dengan baik juga tidak luput dari adanya masalah pembayaran PBB oleh 
masyarakat maka peneliti merasa perlu melihat seberapa jauh peranan lurah dalam 
hal peningkatan kedispilinan masyarakat terhadap kewajibaanya membayar pajak 
bumi dan bangunan. 
Dengan demikian, berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis 
merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk karya ilmiah 
dengan judul “Tugas dan Fungsi Kantor Kelurahan Dalam Pelaksanaan 
Penagihan Pajak di Kelurahan Batua Kota Makassar (Telaah Hukum 
Tatanegara Islam).”   
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus   
1. Fokus Penelitian   
Untuk menghindari suatu kesalahpahaman dalam mendeskripsikan dan 
memahami penelitian ini. Maka penulis akan mendeskripsikan beberapa variabel 
penelitian pada karya ilmiah ini yang dianggap penting, antara lain :   
a. Pajak 
b. Tugas dan Fungsi Kelurahan   





2. Deskripsi Fokus    
Agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam mendefinisi dan memahami 
penelitian ini. Maka penyusun akan mendeskripsikan beberapa variabel yang 
dianggap penting : 
a. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang dan dapat 
dipaksakan dengan tiddak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat 
ditunjukkan, serta digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
b. Tugas dan Fungsi Kelurahan adalah suatu pelaksana pemerintah daerah ditinggak 
kelurahan yang berada dibawah camat untuk melaksanakan dan menggawasi 
pemerintahan dan tata kerja kelurahan. 
c. Hukum Tatanegara Islam merupakan aturan dalam sebuah pemerintahan negara 
yang berdasarkan hukum Islam dalam penyelenggaraannya, baik itu hubungan 
pemerintah kepada masyarakat serta pola pemikiran politik dalam pemerintahan.   
C. Rumusan Masalah   
Berdasakan uraian latar belakang tersebut maka yang menjadi pokok 
masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tugas dan Fungsi Kantor Lurah 
Dalam Pelaksanaaan Penagihan Pajak di Kelurahan Batua Kota Makassar (Telaah 
Hukum Tatanegara Islam)? Sedangkan sub masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana peran kantor Kelurahan Batua dalam pelaksanaaan penagihan 
pajak? 
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi kantor 






D. Kajian Penelitian Terdahulu   
  Dalam penelitian ini, ada beberapa literature yang dijadikan acuan dasar 
yaitu:   
1. Bustamar Ayza,. dalam bukunya berjudul Hukum pajak di Indonesia, buku ini 
membahas mengenai pengertian sejarah serta hukumhukum yang bersangkutan 
tentang pajak di Indonesia akan tetapi buku ini kurang membahas tentang 
bagaimana proses hukum pajak di Indonesia. Buku ini termasuk dalam kategori 
yang hampir sempurna dalam mengenai pajak di Indonesia.    
2. M Farauq dalam bukunya yang berjudul  Hukum pajak di indonesia buku ini 
membahas mengenai sejarah perkembangan hukum pajak di Indonesia dan 
bertujuan memberikan gambaran bahwasanya hukum pajak yaitu hukum yang 
bersifat cross border law daan multidisipliner yg sehingga dalam menjelaskan 
kedudukan yang ada dan memahami maksudnya dan ketentuan hukun yang 
terkandung dalam peraturan perundangan-undangan perpajakan, akan tetapi 
buku ini kurang membahas penerapan ilmu hukum pajak buku ini termasuk 
dalam kategori yang hampir jelas.   
3. Mardiasmo, dalam bukunya yang berjudul Perpajakan buku ini menjelaskan 
secara rinci tentang perpajakan dan buku ini sudah dilengkapi dengan 
serangkaian contoh kasus dan rumus untuk menghitung pajak. Buku ini sangat 
berguna untuk mahasisiwa pada prodi hukum dan perpajakan akan tetapi 
bahasa yang digunakan dibuku ini sangat rumit untuk dipahami.   
4. Wirawan B.ilyas Rudy Suhartono, dalam bukunya yang berjudul Hukum pajak 





yang dianut oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu penghasilan atas 
usaha tertentu, dan penghasilan wajib pajak tertentu, penghasilan ysaha yang 
mempunyai karakteristik dan penghasilan yang diterima oleh orang atau badan 
luar negeri yang bersumber dari Indonesia sebagai bentuk usaha tetap atau 
dipotong PPh Pasal 26, sebagai tambahan setiap bab dilengkapi dengan kutipan 
pasal dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan materi bab beserta 
penjelasannya, sehingga mempermudah pembaca dalam memahami peraturan 
yang dibuat ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. 
5. Rochmat Soemitra, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Singkat Hukum 
Pajak buku ini menjelaskan tentang pajak yang ditinjau dari berbagai segi 
seperti prosedur pelaksanaan hak-hak dan kewajiban wajib pajak, terakhir 
dijelaskan apa saja yang terkait pajak serta bagaimana cara menghitungnya 
untuk setiap jenis pajak dijelaskan bagaimana prosedur yang khusus, manfaat 
buku ini baagi setiap wajib pajak selain mengetahui dan menyadari 
kewajibanya juga memahami hak-hak sehubungan dengan kewajiban 
membayar pajak, bagi yang ingin memperdalam tentang hukum pajak buku ini 
merupakan pengantar singkat bahan lebih cocok jika disebut pengantar praktis 
karna selain mengantar kita kepada pendalam hukum pajak indonesia juga 








E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian    
1. Tujuan Penelitian   
Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, yang menjadi tujuan 
umum dalam penelitian ini yaitu untuk memahami Tugas dan Fungsi Kantor 
Kelurahan Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Di Kelurahan Batua Kota 
Makassar (Telaah Hukum Tatanegara islam). Sedangkan tujuan khusus dalam 
penelitian ini yaitu:   
a. Untuk mengetahui Bagaimana proses penagihan pajak di Kelurahan.   
b. Untuk mengetahui Bagaimana efektifitas pelaksanaan penagihan pajak kepada 
masyarakat melalui Kelurahan.   
2. Kegunaan Penelitian    
a. Kegunaan teoritis: 
Secara teoritis diharapkan mampu menambah pengetahuan dan 
sumbangan pemikiran dalam hukum sehingga dapat memberikan dorongan untuk 
mengkaji lebih kritis dan serius lagi dalam hukum memahami Perpajakan di 
Indonesia.   
b. Kegunaan praktis   
1. Dapat memberikan informasi mengenai tugas dan fungsi perpajakan di  
Indonesia.  








1. Pengertian Pajak  
Pajak merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat. 
Karenanya sebagai objek akademis, pajak dapat dikaji dari berbagai perspektif 
disiplin ilmu sosial, antara lain ilmu hukum, ekonomi, sosiologi, administrasi, dan 
manajemen, serta politik. Dalam perkembangannya, cabang-cabang ilmu yang 
lain seperti psikologi, sejarah, dan antrapologi juga tertarik mengarahkan 
perhatian pada pajak. Namun diantara banyak disiplin ilmu tersebut, ilmu 
ekonomi dan hukumlah yang sejauh ini memainkan peran yang dominan,6   
Pajak adalah iuran atau sesuatu yang wajib dibayar oleh masyarakat atau 
wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan 
umum, yang dimana manfaatnya dari pajak itu sendiri yang ada tidak akan secara 
langsung di nikmati oleh wajib pajak, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan 
bersama tidak secara individual karna membayar pajak itu wajib yang harus 
dilakukan oleh setiap orang.  Pajak yaitu sebuah sarana dimana kesimbangan 
pendapatan warga negara yang memiliki sumber dana dan bangunan negara bagi 
pemerintah yang memiliki jangka yang panjang masyarakat umum dapat 
merasakan efek dari pembangunan yang ada.7  
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Berlandaskan dari pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 yang 
disempurnakan dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata 
cara perpajakan. Pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang 
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 
mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya 
adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas 
negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.8 
Sementara itu, Pengertian Pajak Menurut Leroy Beaulieu  adalah bantuan, 
baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh Kekuasaan Publik dari 
penduduk atau dari barang untuk menutupi belanja pemerintah. Pajak merupakan 
prestasi yang dipaksakan secara sepihak oleh dan terhutang kepada Penguasa, 
tanpa adanya kontra-prestasi, semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran 
umum.9 
Dari banyaknya definisi para ahli, dapat diambil beberapa ciri atau 
karakteristik dari pajak, yaitu sebagai berikut:  
a. Pajak dipungut berdasar undang-undang atau peraturn pelaksanaannya. 
b. Terhadap pembayaran pajak, tidak ada kontraprestasi langsung. 
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c. Pemungutannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, oleh 
karena itu ada istilah pajak pusat dan pajak daerah.  
d. Hasil dari uang pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran 
pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan 
apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk public investment. 
e. Disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat ke 
dalam kas negara (fungsi budgeter), pajak juga mempunyai fungsi yang lain, yaitu 
mengatur.10 
Pajak dalam UU No 28 tahun 2007 ialah kontribusi wajib kepada Negara 
yang antara utang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdsarkan 
undang-undang dengan tidak mendaptkan imbalan secara langsung dan digunakan 
sebesar-besarnya untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.11 
Di dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa pajak adalah suatu 
pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa, untuk 
kepentingan umum. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, pajak ialah peralihan 
kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasrkan undang-undang yang 
dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat 
ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, dan yang 
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digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai 
tujuan yang ada diluar bidang keuangan.12 
2. Fungsi dan Peranan Pajak  
1. Fungsi Stabilitas Pajak memberi kesempatan pada pemerintah untuk dapat 
menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga 
dapat mengendalikan laju inflasi. Fungsi stabilitas ini dapat berjalan dengan 
cara mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan 
penggunaan pajak seefisien mungkin.  
2. Fungsi Budgeeter (Anggaran) Dalam fungsi budgeter, pajak menjalankan 
fungsinya untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran yang 
bersifat rutin maupun pembangunan, seperti belanja pegawai, belanja barang, 
pemeliharaan dan lain- lain.  
3. Fungsi Retribusi Pendapatan, Pajak dipungut untuk digunakan membiayai 
semua kepentingan umum. Salah satunya adalah untuk peningkatan lapangan 
kerja yang bermanfaat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 
luas.  
4. Fungsi Regulatif (Mengatur) Melalui kebijaksanaan pajak, pemerintah 
memiliki peluang yang lebih baik untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. 
Disini pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan, seperti 
kebijakan pengurangan pajak dalam hal penanaman modal.13 
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Adapun jenis-jenis pajak berdasarkan golongan, sifat dan lembaga 
pemungutnya yaitu:  
a. Menurut golongannya  
1.  Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan 
tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak 
penghasilan. 
2.  Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 
dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.14 
3.  Sejarah Pajak di Indonesia  
Awal sejarah perpajakan di indonesia, pajak merupakan salah satu 
komponen penting dalam perjalanan suatu bangsa yang dimana pajak merupakan 
sumber pendapat utama dari sebuah negara, termasuk indonesia. Yang dimana 
sumber pendapat negara yang berasal dari pajak terbagai dalam tujuh bidang, 
yaitu pajak penghasilan, , pajak jual atas barang mahal, pajak bumi dan bangunan, 
pajak eskpor, pajak pertambahan nilai, pajak dagangan internasional serta bea 
masuk dan cukai.15 
Sebenarnya di indonesia telah mengenal pajak sebelum masuk ke belanda, 
saat itu pajak diketahui dengan kata lain upeti, upeti sendiri adalah pajak yang 
harus dibayarkan oleh rakyat untuk kepentingan pribadi dan operasional 
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kerajaanya. Contoh yaitu membangun istanaa atau membayar rumah tangga 
kerajaan.16 
Ketika belanda masuk dan menjajah indonesia saat itulah kita mengeenal 
sistem perpajakan modern. Pemerintah belanda memisahkan besar tarif pajak 
sesuai kewarganegaraan wajib pajak. Pada tahun 1885 pemerintahan belanda 
memutuskan  menaikan pajak rumah tempat untuk warga asia menjadi 4%. Dan  
ada hasil negatif akibat dari proses pajak di era kolonial dan era sebelumnya, yaitu 
membuat sebagian besaar masyarakat menganggap bahwa pajak itu hanya bentuk 
dari superiotitas pengusaha kepada rakyatnya, karena pada masa itu mendekaati 
semua sektor pungutan pajak dilakukan dengn terkait dan tanpa pengawasanya.17  
Dalam sejarah pajak di indonesia sudah di berlakukan pada masa 
kerajaaan, masa kolonial, hingga zaman modern. Masa kerajaan  pajak sudah ada 
sejak lama termasuk di Indonesia. Pajak di Indonesia sudah diperlakukan sejak 
zaman kerajaan. Hanya saja untuk sistem pungutan pada zaman kerajaan dan 
sekarang berbeda. Zaman kerajaan pungutannya adalah upeti kepada raja sebagai 
perssembahan yang dianggap sebagai wakil tuhan. Ada timbal balik dengan 
rakyat yang membayar upeti itu sendiri. Dimana rakyat mendapat jaminan dan 
ketertiban dari raja. Bahkan pada zaman itu beberapa juga melakukan sistem 
pembebasan pajak, terutama pada tanah perdikan, upeti yang dibayarkan secara 
bertingkat mengikuti hierarki Pemerintah. Pejabat-pejabat lokal yang memungut 
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dari warga membayar upeti ke penguasa lokal, penguasa lokal ke raja yang 
menaungi wilayahnya. Kerjaan-kerjaan kecil membayar upeti ke kerajaan lebih 
kuat yang telaah berhasil menakulukan kerajaan lainnya. Tidak seperti pajak pada 
era modern ini. Dimana pajak di desain untuk meembiayai kepentingan dan 
kesejahteraan bersama dulu upeti dibayarkan lebih untuk kepentingan penguasa 
dan agar membayar secara aman. Kerajaan patrol tidak memiliki kewajiban untuk 
memperhaatikan kesejahteraan bawahanya. Jangan nasib rakyat kerajaan taklukan, 
kesejahteraaan rakyaat di Kerjaaan inti sendiri belum tentu menjadi agenda.18 
Masa kolonial ketika masuk di era kolonial oleh belanda dan bangssa 
eropa pajak mulai dikenakan. Pajak yaang diterapkan itu, seperti pajak rumah, 
pajak usaha, sewa tanah maupun pajak kepada pedagang. Itu diperlakukan 1839. 
Adanya sistem ittu membuaat masyarakat merasa berat dan terbebani, apalagi 
tidak ada kejelasan dan banyak penyelewangan oleh pemerintah kolonial waktu 
itu. Pada masa kolonial, saat itulah mengenal sistem perpajakan modern. Pada 
1885, pemerintah kolonial belanda membeakan besar taarif pajak berdasarkan 
kewarganegaraaan wajib pajak. Seperti pemerintah memberlakukaan kenaikan 
pajak tinggal untuk warga asia menjadi 4 persen. 
Masa kemerdekaan, pada masa kemerdekaan pajak di masukan ke dalam 
UUD 1945 Pasal 23 Pada sidang BPUPKI. Pasal itu berbunyi segala pajak untuk 
keperluan negaraa berdasarkan undang-undang, meski sudah dituangkan dalam 
UU, tapi pemerintah belum dapat mengeluarkan UU khusus yang mengaatur 
                                                 






tentang pajak. Ini disebabkan terjadi agresi militer belanda dan membuat 
pemerintahan indonesia memindahkan Ibukota ke Yogyakarta, karna roda 
Pemerintahan dan pembiayaaan pengeluaran negara harus tetap dijalankan. Lalu 
pemerintah mengadopsi aturan tentang pajak peninggalan Pemerintah Kolonial. 
Seperti ordonasi pajak pendapatan 1994 dan membentuk beberapa suborganisasi 
untuk melaksanakan pemungutan pajak.19 
Beberapa dasar hukum pajak digunakan di indonesia pada era 
kemerdekaan : 
a. Undang-undang ketentuaan umum dan Tata cara perpajakan yang di atur dalam 
UU No.6/1983 dan diperbaharui oleh UU No. 16/2000. 
b. Undang-undang Pajak penghaasilan (PPh) yang diatur dalam UU No. 7/1983 dan 
diperbaharui oleh UU No. 17/2000 
c. Undang-undang Pajak Pertaambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh 
UU No: 8/1983 dan digantii menjadi UU No.18/2000 
d. Undang-undang Penagihan Pajak dan Surat paksa yang diatur d alam UU No. 
19/1997 dan diganti menjadi UU No. 19/2000 
e. Undang-undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU No. 14/2000.20 
4.  Hubungan Pajak Pada Pembangunan di Indonesia    
Pajak menjadi sumber utama pemasukaan negara, oleh sebab itu perlu 
terus dtingkatkan lebih dalam keadaan ekonomi seperti saat ini uang dimana di 
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tengah dalam keadaan ekonomi yang belum stabil dan pemenuhan harapan akan 
adanya tingkatan peran pajak dalam membiayai negara atau daerah itu sangat 
berpengaruh oleh keseriusan aparat pajak itu sendiri dan para wajib pajak dalam 
memenuhi segala kewajibannya. Pemungutan pajak merupakan salah satu 
perwujudan dan salah satu kewajiban kenegaraan dan pengabdiaan maupun peran 
serta warga negara dan anggotaa masyarakat atau wajib pajak untuk membiayai 
kebutuhan pemerintah dan pengembanggan nasional.21 
Negara-negara sedang berkembang pada umumnya berusaha untuk 
melepaskan dan mengembangkan dari situasi masyarakat yang bersifat tradisionil 
dengan keadaaan perekonomian yang masih terbelakang, menuju kearah keadaan 
yang lebih baik. Bila hal ini menyangkut bidang ekonomi tujuan pokoknya adalah 
untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik 
bagi warga negaranya.22  
Masyarakat yang dimana didalam hidupnya membutuhkan biaya untuk 
kelangsungaan hidupnya yang dapat dipecah-pecah menjadi berbagai 
kepentingan, seperti keamanan, kesehatan, pendidikan. Pembangunan indonesia 
terhadap perpajakan meliputi pembangunan mengembangkan kegiatan ekonomi 
dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat. Pembangunan perpajakan ini 
merupakan bagian dari keseluruhan pembangunan bangsa atau pembangunan 
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nasional yang dilaksanakan oleh tiap-tiap negara disamping pembangunan politik, 
sosial dan lainnya.23  
Pemerintah diharapkan selalu meningkatkan kegiatannya karena 
kebutuhan dari masyarakat juga selalu meningkat, sehingga kebutuhaan dana 
untuk pembangunan akan meningkat sesuai dengan tingkat pertumbuhan yang 
diinginkan.24 
Sumber dana yang diperoleh guna membiayai pembangunan bagi negara 
kita adalah sebag ian besar dari sektor pajak. Untuk itu perlu ditingkatkan 
profesionalisme dalam mengolah dana dibidang perpajakan sehingga tidak 
menganggu pembangunan karena pendapatan negara dari sektor pajak yang 
seharusnyaa dapat dimanfaatkaan untuk pembangunan menjadi hilang. 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data bersumber 
dari data sekunder. Analisis data yang dilakukan secaara kualitatif selanjutnya 
dideskripsikan ke dalam bentuk uraian kalimat. Haasil penelitian menunjukan 
bahwa negara mempunyai kekuataan untuk memaksa masyarakat membayar pajak 
dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan 
pembangunan. Hal ini yang menjadi faktor pendorong bagi pemerintah dalam 
melakukan pemungkutan pajak terhadap masyarakat, dari pemasukan pajak 
tersebut digunakan untuk memenuhi pembangunan sektor yang telah 
direncanakan oleh pemerintah. Dengan harapan bahwa usahaa pemerintah untuk 
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mewujudkan kemandirian pembiayaan pembagunan yang bermanfaat bagi 
kepentingan bersama adalah dengan menggali sumber dana dalam negeri yaitu 
berupa pajak dapat berjalan lancar dan rakyat dapaat menikmati hasilnya.25 
Pembangunan di indonesia merupakan rangkaian pembagunan yang 
berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyrakat, bangsa dan 
negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan yang termaksud dalam 
pembukaan Uud 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 
indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
serta ikut melaksanakaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan kedailan sosial. Pelaksanaan tugas pemerintah yang sedang 
mengalami perkembangan menuju kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan dan 
memelihara stabilitaas perekonomian keamanan dan situasi politik, maupun 
pengembangan sumber daya alam  dan manusia, Negara indonesia sebagai negara 
yang berkembang memerlukan konstribusi sumbangan rakyat Indonesia dalam 
menggerkan roda pemerintahan guna untuk mencapai produktifitas kerja yaang 
baik.26 
Pembangunan yang ada di Indonesia itu memerlukan dana yang besar dan 
rencana yang mantap, tanpa didukung dengan dana yang besar, baik dana yang 
bersumber dari penerimaan dalam negeri ataupun danaa yang besar, baik danaa 
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yang bersumber dari penerimaan dalam negeri ataupun dana yang bersumber dari 
penerimaan luar negeri27 
Kepentingan bangsa dan negara disini berhubungan erat dengan tujuan 
fungsi kewajiban membayar pajak dalam rangka menunjang penerimaan negara 
guna membiayai pembangunan. Dengan kata lain, kerelaan berkorban demi 
kepentingan bangsa direfleksikan dengan kerealaan melepaskan sejumlah yang 
untuk memenuhi kewajiban perpajakan demi kelangsungan secara 
keseinambungan. Sedemikian pentingnya pajak dalam pembangun Negara 
Indonesia kesadaran membayar pajak sangat tergantung demi kesadaran hukum 
masing-masing wajib pajak. Kesadaran hukum yang demikian memang 
dibutuhkan dalam rangka pembangunan nasional. Di samping itu wajib pajak juga 
telah diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, serta 
melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri sesuai dengan asas self assesment 
system yang dianut dalam peraturan perpajakannya yang berlaaku di Indonesia. 
Asas ini berarti bahwa dalam perpjakaan para wajib pajak diberikan kepercaan 
sendiri untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan serta menyotorkan 
kewajiban perpajakannya sendiri kepada Dinas Inspeksi pajak.28 
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B. Tugas dan Fungsi Kantor Kelurahan  
1. Tugas Kantor Kelurahan 
Tugas Kantor Kelurahan adalah untuk melaksanakan penyelenggaran 
pemerintah pembangunan dan juga kemasyarakatan dan melayani warga 
menyelesaikan kebutuhanya:  
a. Kelurahan berkedudukan membantu camat dalam menjalankan kegiatan 
pemerintah kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelaayanan umum, dan 
menjaga kentraman dan ketertiban umum serta prasranaa dan fasilitas pelayanan 
publik. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah selaku perangkat daerah 
kabupaten yang berada di bawah kecamatan dan memiliki tanggung jawab 
terhadap camat. Kelurahan memiliki tugas dan fungsi melakukan kewenangan 
pemerintah yang dilimpahkan oleh camat sekaligus melaksanakan tugas 
pemrintah sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Hubungan 
antara kecamatan dengan kelurahan bersifat hieraki. Penyusunan kelurahan 
ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaran pemerintahan kelurahan 
secara berdayaguna, dan berhasil dalam pelyanan terhadap masyarakat sesuai 
tingkat perubahan dan kemajuan pembangunan.  
b.  Kelurahan menjadi organisasi pemerintahan yang paling dekat dan terhubung 
langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak kesuksesaan 
pembangunan kota khususnyaa otonomi daerah yang dimana kelurahan itu akan 
dilibatkan langsung dalam perencanaan dan pengembalian pembangunan serta 
dalam halnya pelayanan. Dimana diartikan sebagai ujung tombak karena 





harus menjadi tempat bagi masyarakat untuk meneruskan aspirasi dan keinginan 
kepada pihak yang berkompoten untuk ditindak lanjuti. selain itu peran kelurahan 
diatas menjembatani program pemerintah untuk disampaikan kepada masyarakat 
sehingga dapat dipahami oleh masyarakat.29  
2. Fungsi Kantor Kelurahan 
Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi :   
a. Pelaksanan kegiatan pemerintahan kelurahan  
b. Pemberdayaan masyarakat   
c. Pelayanan masyarakat  
d. Pemeliharan ketentraman dan ketertiban umum  
e. Prasarana dan fasilitas pelayanan umum  
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat  
g. Pelaksanan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- 
undangan.30 
3. Tata Cara Penagihan Pajak Oleh Kelurahan  
Tata cara pembayaran dan penagihan:  
a. Pembayaran pajak terutang untuk pajak yng dihitung dibayarkan sendiri 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1), dilaksanakan paling lambat 15 
hari setelah berakhirnya masaa pajak terkecuali ditetapkan lain oleh walikota.   
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b. Pembayaran pajak tentang pajak yang ditentukan oleh walikota sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf a dan b, dilaksanakan paling lama 15 hari 
sejak tanggal diterbitkan surat ketetapan pajak, kecuali ditetapkan lain oleh 
walikota.  
c. Pajak terutang sebagaimana dimaksud pasal 71 ayat (1) huruf c, harus dilunasi 
paling lambat 6 bulan sejak tanggal diterimanyaa SPPT oleh wajib pajak.  
d. SKDP, SKPDKB, SKPDBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan 
keberatan, dan putusan banding, yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus 
dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam 
tempo waktu paling lama 15 hari sejak tanggal dterbitkan.  
e. Walikota atas pemohonan wajib pajak setelah terpenuhinya persyaratan yang 
ditetapkan dapat memberikan kesepakatan kepada wajib pajak untuk mengansur 
atau menundah pembayaran pajak, dengan diberikan bunga sebesar 2% perbulan.  
f. Pajak yang menjadi utang dibayar di kas daerah atau tempat pembayaran yang 
ditunjuk oleh walikota.  
g. Wajib pajak itu telah melengkapi kewajiban perpajakan diberi bukti pembayaran  
pajak  berupa SSPD.31 
Peranan Lurah dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat 
dalam otonomi daerah yaitu, lembaga hukum, lembaga adat, lembaga swadaya, 
lembaga ekonomi, dan invidu-individu untuk mempunyai kemandirian, 
kemampuan, kapasitas dan efektivitas untuk melaksanakan otonomi daerah. 
Dengan adanya otonomi daerah, maka kewenangan membuat kebijakan daerah 
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untuk pelayanan, peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat yang 
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.32 
C. Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam  
Setiap muslim mempunya kewajiban untuk senantiasa bertakwa kepada 
Allah swt dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala 
larangan-Nya berdasarkan bimbingan al-Qur’an dan As-Sunnah. Di antara 
larangan Allah swt ialah melakukan kezhaliman kepada sesama manusia dengan 
mengambil harta benda mereka tanpa hak, seperti mencuri, korupsi, memakan 
harta riba, mewajibkan bayar pajak bagi seluruh masyarakat terutama kaum 
muslimin, dan lain sebagainya.33  
Dalam bahasa arab, pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah atau dapat 
juga disebut al-Maks, yang berarti pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para 
penarik pajak. Menurut imam al-Ghazali dan imam al-juwaini, pajak ialah apa yg 
diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya 
dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan 
negara dan masyarakat secaara umum, pent) ketika ada ada kas di dalam baitul 
mal..34  
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Adapun pajak menurut istilah kontemporer yaitu iuran rakyat ke kas 
negara (pemerintahan) bersumber pada undang-undang sehingga dapat dipaksakan 
dengn tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut diambil oleh 
penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutupi biaya produksi 
barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraaan umum.35 
Istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau Adh-Dharibah diantaranya 
adalah :   
a. al-Jizyah  adalah upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan 
islam. 
b. al-Kharaj adalah pajak bumi yang dimilikii oleh negara islam. 
c. al-‘Usyur adalah bea cukai bagi para pedagng non muslim yang masuk ke negara 
islam.36 
Abu Bakar RA terkenal dengan kebijakan memerangi para pembangkang 
zakat, sebelumnya di masa Rasulullah saw mereka membayar zakatnya.  Abu 
Hurairah menuturkan bahwa setelah wafatnya Rasulullah saw, Abu Bakar 
menggantikannya menjadi khalifah. Sebagian orang Arab menjadi kafir. Abu 
Bakar mengatakan, “Jikalau mereka menolak membayar zakat sebagaimana yang 
pernah mereka laksanakan pada masa Rasulullah saw, maka aku akan perangi 
mereka. 
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ُ َعْنهُ قَاَل َعَرَض َمْسلََمةُ ْبُن مَ  ْخلهٍد َوَكاَن أَِميًرا َعلَى َعْن أَبِْي اْلَخْيِر َرِضَي َّللاه
 ِ ُ أَْن يَُول ِيَهُ اْلعُُشْوَر فَقَاَل إِن ِْي َسِمْعُت َرُسْوَل َّللاه ِمْصَرُرَو ُْيِفعِ ْبِن ثَابٍِت َرِضَي َّللاه
 َصلهى هللاُ َعلَْيِه َوَسلهَم يَقُْوُل إِنه َصاِحَب اْلَمْكِس فِْي النهارِ 
Artinya: 
“Dari Abu Khair Radhiyallahu ‘anhu beliau berkata ; “Maslamah bin 
Makhlad (gubernur di negeri Mesir saat itu) menawarkankan tugas 
penarikan pajak kepada Ruwafi bin Tsabit Radhiyallahu ‘anhu, maka ia 
berkata ‘Sesungguhnya para penarik/pemungut pajak (diadzab) di neraka” 
[HR Ahmad 4/143, Abu Dawud 2930]37  
 
Dalam masa Abu Bakar, beliau tetap melanjutkan apa yang telah 
dilakukan Rasulullah SAW dalam pembagian zakat di antara kaum muslimin yang 
berhak menerimanya. Beliau biasa membagikan semua jenis harta kekayaan 
secara merata tanpa memperhatikan status masyarakat. Diriwayatkan dari Baihaqi 
bahwa Aslam r.a. mengatakan “ketika Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah, ia 
menetapkan persamaan hak di dalam pembagian zakat diantara anggota-anggota 
masyarakat. Ketika ada usulan untuk menyerahkan pilihan kepada muhajirin dan 
anshar, Abu Bakar menjawab, “Aku memandang seseorang dalam kaitannya 
dengan urusan dunia. Oleh karena itu lebih baik menyama ratakan mereka 
daripada menyerahkan pilihan kepada mereka. Pilihan masyarakat yang terbaik 
tergantung pada pilihan Allah swt. Sahl bin Abi Hatsma mengatakan bahwa Abu 
Bakar memiliki sebuah Bait al Mal di kampong Sunh. Setiap orang mengetahui 
harta simpanan itu ditinggalkan begitu saja tanpa penjagaan. Seseorang 
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mengusulkan kepada Abu Bakar, “Wahai Khalifah Rasulullah! Mengapa engkau 
tidak menempatkan seorang penjaga untuk menjaga harta itu?” Abu bakar 
menjawab, “harta itu tidak akan tertimpa bahaya dari manapun seolah-olah 
terkunci. Yang tersisa hanya sedikit lagi sehingga tidak dibagikan.”  
Ketika Abu Bakar berpindah dari al-Sunh ke Madinah, harta itu juga 
dibawa ke Madinah dan di simpan di dalam rumahnya. Ketika Abu Bakar wafat 
dan dimakamkan, Umar memanggil petugas pajak Abdurrahman bin Auf dan 
Utsman bin Affa r.a. Pada saat bait al-mal dibuka, tak satupun dirham ataupun 
idnar ditemukan kecuali hanya beberapa keeping recehan. Ketika menggaruk-
garuk tanah, terlihat satu keeping dirham. Kemudian mereka mendoakan Abu 
Bakar kepada Allah SWT.  
Abu Bakar dikenal sangat hati-hati dalam masalah harta. Untuk kehidupan 
sehari-hari beliau tidak mau mengambil dana dari Baitul mal.  Hanya setelah 
mendapat saran dari Umar bin Khathab bahwa seorang khalifah untuk hidup 
sehariharinya tidak perlu pergi ke pasar untuk menjual barang-barang 
dagangannya, melainkan dapat ditunjang dari dana keuangan yang ada dalam Bait 
al_mal. Karena itulah Abu Bakar ash shidiq selama dua tahun berkuasa mendapat 
tunjangan dana sebesar 4000 dirham setahunnya.  Tetapi menjelang akhir 
hayatnya, Abu Bakar mengembalikan 8000 dirham (dua tahun berkuasa sebagai 
Khalifah).  
Pada tahun kedua kekhalifahannya (12H/633M), Abu Bakar merintis 
embrio Bait al-Mal dalam arti lebih luas lagi. Bait al amal bukan sekedar 





menyiapkan tempat khusus di rumahnya berupa karung atau kantung untuk 
menyimpan harta yang dikirimkan ke Madinah. Initerus berlangsung hingga 
beliau wafar pada 13H. Menjelang Abu Bakar wafat, khawatir terhadap santunan 
yang diterimanya dari Bait al Mal, abu Bakar berpesan kepada keluarganya untuk  
mengembalikan santunan yang pernah diterimanya sejumlah 8000 dirham. Ketika 
keluarga Abu Bakar mengembalikan uang tersebut setelah beliau meninggal, 
Umar berkomentar. “Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Ia telah benarbenar 
membuat payah orang-orang yang datang setelahnya.” 38 
Pajak yang diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan darurat 
untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk mencegah kerugian yang menimpa, 
sedangkan perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya 
kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi demikian ulama telah memfatwakan 
bolehnya menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam rangka menerapkan 
mashalih al-mursalah dan berdasarkan kaidah “tafwit adnaa al-mashlahatain 
tahshilan li a’laahuma” (sengaja tidak mengambil mashlahat yang lebih kecil 
dalam rangka memperoleh mashalat yang lebih besar) dan “yatahammalu adl-
dlarar alkhaas li daf’i dlararin ‘aam” (menanggung kerugian yang lebih ringan 
dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar). Nilai ini dapat dilihat dalam 
QS At Taubah/9:41  
َجاِهدُۡوا بِاَۡمَواِلُكۡم َواَۡنفُِسُكۡم فِۡى َسبِۡيِل ّللٰاِ  ثِقَاًل وَّ ّۡ ؕ اِْنِفُرۡوا ِخفَافًا وَّ ُكۡم اِۡن ُكۡنتُۡم تَۡعلَُموَن   ٰذ ِلكُۡم َخۡيٌر لَـّ
Terjemahnya :  
                                                 
38M Mushthafa, “Pemikiran farid Mas’udi tentang Zakat dan Pajak”, Jurnal 





“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan 
berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian 
itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”39 
 
Karena menjaga kemaslahatan umat melalui berbagai sarana-sarana seperti 
keamanan, pendidikan dan kesehatan adalah wajib, sedangkan kas negara tidak 
mencakupi, maka pajak itu menjadi “wajib” walaupun demikian, Syara’ 
mengharamkan negara menguasai harta benda rakyat dengan kekuasaannyaa. Jika 
negara mengambilnya dengan menggunakan kekuatan dan cara paksa, berarti itu 
merampas, sedangkan merampas hukumnya haram. Hal ini sesuai dengan QS al-
Baqarah/2:195  




“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan 
(diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, berbuat baiklah. 
Sungguh, allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”40 
  
                                                 
39Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Sygma, 
2016), h. 177. 





METODOLOGI PENELITIAN   
A. Jenis dan Lokasi Penelitian   
1. Jenis Penelitian   
Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif/lapangan. Penelitian 
kualitatif suatu metode penelitian ini tidak membutuhkan populasi dan sampel.41 
Penelitian ini juga dilakukan dilapangan dengan melakukan suatu pengamatan 
secara langsung.   
2. Lokasi penelitian   
Dalam melakukan penelitian, penulis memilih lokasi penelitian di Kota 
Makassar khususnya pada Kelurahan batua. Kantor lurah batua adalah satu dari 
delapan kelurahan yang ada dibawah naungan kecamatan manggala kota 
makassar.    
B. Pendekatan Penelitian   
Teknik pendekatan yang digunakan dalm penulisan skripsi ini adalah:    
1. Pendekatan yuridis normative yaitu pendekataan yang digunakan dengan cara 
menyoroti masalah dari sudut pandang normative atau peraturan-peraturaan 
yang berlaku.   
2. Pendekatan Sosiologi yaitu pendekatan yang digunakan dengan cara menyoroti 
fakta fakta yang terjadi dalam realita.   
                                                 
41Zainuddin Ali, Metode penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 105.   





3. Pendekatan Syar’i Penelitian  melakukan penelitian  dengan melakukan 
pendekatan syari’i yg berpedoman dengan Al-Qur’an dan Al-Hadist yg 
berkaitan dengan penelitian ini.   
C. Sumber Data   
1. Data primer 
Data primer, yaitu suatu data yang didapatkan langsung dari sumber, baik 
itu melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentukk dokumen tidak 
resmi yang telah diolah oleh peneliti. Dalam melakukan penelitian, peneliti 
melakukan metode pengumpulan data dengan cara wawancara pada beberapa 
informan untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai tugas dan 
fungsi kantor lurah dalam penagihan pajak kepada warga yang diidukung oleh 
data-data kualitatif.   
Adapun sumber data diantaranya, 4 orang yang terdiri dari: 1 orang dari 
Kepala Kelurahan, 1 orang dari bidang ekbang (ekonomi dan pembangunan), 1 
orang dari kasi pemerintahan, dan 2 orang  tokoh masyarakat dari kecamatan 
Manggala. Untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel informan dibawah ini:   
Tabel 3.1 : Tentang Informan :    
No   NAMA ORGANISASI   Jumlah Informan   
1   KEPALA KELURAHAN   1 orang   
   





PEMBANGUNAN)   
   
4   KASI PEMERINTAHAN   1 orang   
5   TOKOH MASYARAKAT   
   
2 orang   
   JUMLAH   5 Orang   
 
2. Data sekunder   
Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari buku-buku yang 
berhubungan dengan objek penelitian, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian 
dalam bentukk laporan, skripsi, tesis, disertai, dan peraturan perundangan-
undangan.   
D. Metode Pengumpulan Data   
Metode pengumpulan data merupakan usaha yang dilakukan oleh peneliti 
untuk mengungkp atau memperoleh informasi dari responden ataupun informan 
sesuai lingkup  
peneliti.    
Dalam upaya mengakuratkan data penelitian, peneliti dapat menggunakan 





1. Observasi adalah  Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik 
secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian42.   
2. Wawancara adalah metode suatu proses guna mendaptkan atau menggali 
informasi melalui metode tanya jawab yang dilakukan sambil bertatap muka 
antara peneliti dengaan narasumber dengan menggunakan panduan wawancara 
yang disebut interview guide.   
3. Dokumentasi ialah mengumpulkan sejumlah besar fakta dan data yang 
tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian data yang 
tersedia yaitu berbentuk surat, catatan hariann, cendera mata, laporan, artefak 
dan foto.   
4. Studi keputuskan ialah Penelitian kepustakaan yang bentuk penelitian dengan 
cara mengumpulkan atau melihat dokumen-dokumen atau 
keteranganketerangan yang dibutuhkan dalam penelitiaan. Adapun dalam hal 
ini penulis akan menganalisa perbandingan pelaksanaan yang akan didapat dari 
literaturliteraturr mengenai hukum, undang-undaang, internet serta semua 
bahan yang terkait dengan permasalahann yang akan dibahas yakni Tugas dan 
Fungsi Kantor Lurah Dalam Melaksanakan Penagihan   
Pajak Kepada Warga di Kelurahan Batua, Kec. Manggala Kota Makassar.   
E. Instrument Penelitian   
Instrumen Penelitian merupakan alat untuk mengumpulkan data yang 
disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada 
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metodologi penelitian.43 Alat ukur dalam suatu penelitian dinamakan dengan 
instrument penelitian.   
Adapun instrument penelitian yang akan digunakan yaitu sebagai berikut :   
1. Peneliti sebagai instrument utama   
2. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melaksanakan  
kegiatan tanya jawab berupa daftar pertanyaan yang dijadikan dasar dalam 
mengumpulkan suatu informasi   
3. Handphone/Camera untuk melakukan dokumentasi adalah alat yang digunakan 
dalam memotret narasumber pada saat memberikan informasi. Dengan adanya 
foto menambah keabsahan dari data yang dikumpulkan.   
4. Buku dan Alat tulis adalah alat yang digunakan untuk mencatat semua data yng 
diberikan narasumber dari hasil percakapan wawancara.   
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data   
1. Teknik Pengelolaan Data   
a. Seleksi Data, yaitu memilih mana data yg sesuai dengan pokok permasalahan 
yang akan dibahas.   
b. Pemeriksaan Data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh terkait 
kelengkapannya dan juga kejelasan.   
c. Klarifikasi Data, yaitu pengelompokan menurut pokok pembahasan agar 
mempermudah dalam mendeksripsikannya.   
                                                 
43Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: 
Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 





d. Editing data, yaitu pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan mengetahui 
keaslian data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban atas 
permasalahan.   
e. Coding Data, yaitu penyesuaian data yang diperoleh dari suatu penelitian 
kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan cara memberikan tanda atau 
kode tertentu pada setiap data yang didapatkan.    
2. Analisis Data   
Analisis data ialah suatu cara dalam mengelolah data menjadi informasi 
yang akurat agar data tersebut dapat dipahami dan memiliki manfaat pada suatu 
masalah yang berkaitan terhadap penelitian.   











FUNGSI KANTOR KELURAHAN DALAM PELAKSANAAN 
PAJAK DI KELURAHAN BATUA KOTA MAKASSAR 
A. Gambaran Umum Penelitian 
1. Kota Makassar 
Kota Makassar adalah kota yang dulunya disebut dengan Ujung Pandang 
suatu  ibu kota provinsi Sulawesi selatan yang juga merupakan pusat pertumbuhan 
serta pusat pelayanan dikawasan Indonesia timur. Karena pertumbuhan ekonomi 
dan letak geografisnya (selat Makassar) sehingga kota Makassar memegang 
peranan penting sebagai sentral dari pelayanan, distribusi, dan akumulasi 
barang/jasa yang di tunjang dengan adanya sumber daya manusia serta fasilitas 
penunjang lainnya. 
Kota Makassar memiliki posisi strategis sebab berada dalam kawasan 
persimpangan jalur lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di Sulawesi, 
dari wilayah kawasan barat ke wilayah kawasan timur Indonesia dan dari wilayah 
utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar 
berada tepat pada titik koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang 
selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter ke permukaan laut. 
Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 
Km2 daratan dan termasuk 11 pulau diselat Makassar di tambah luas wilayah 
perairan kurang lebih 100 Km2. Wilayah kota Makassar terbagi atas 14 kecamatan 
yang meliputi 143 kelurahan. 
Dari jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan 





kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, 
Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya. 
Secara administrative kota Makassar terbagi atas 14 kecamatan, 143 
kelurahan, 941 RW, dan 4,544 RT. Kecamatan Tallo merupakan kecamatan 
terbesar dalam hal jumlah kelurahan dan RT yang dimiliki, yakni memiliki 15 
kelurahan dan mempunyai 505 RT dan mempunyai sekitar 82 RW. Sedangkan  
kecamatan ujung pandang merupakan kecamatan terkecil di kota Makassar yang 
hanya mempunyai sekitar 10 kelurahan, 37 RW dan 140 RT. Berikut adalah tabel 
keseluruhan jumlah kecamatan, kelurahan, RW dan RT di kota Makassar. Antara 
lain : 
Tabel 4.1. jumlah kecamatan, kelurahan, RW dan RT di kota Makassar 
tahun 2018. 
NO. KECAMATAN  KELURAHAN RW         RT 
1 MARISO 9 47 218 
2 MAMAJANG 13 56 279 
3 TAMALATE 11 113 568 
4 RAPPOCINI 11 107 574 
5 MAKASSAR 14 69 368 
6 UJUNGPANDANG 10 37 139 
7 WAJO 8 45 169 
8 BONTOALA 12 56 240 





10 TALLO 15 77 465 
11 PANAKKUKANG 11 90 475 
12 MANGGALA 8 70 389 
13 BIRINGKANAYA 11 110 549 
14 TAMALANREA 8 69 345 
JUMLAH 153 996   4978 
Sumber : BPS-Kota Makassar dalam angka tahun 2019 
2. Kelurahan Batua 
   Kelurahan Batua salah satu kelurahan dari 8 Kelurahan yang berada di 
Kecamatan  Manggala yang berbatasan dari sebelah utara dengan Kelurahan Tello 
baru Kecamatan Panakukang sebelah selatan, dengan Kelurahan Borong 
Kecamatan Manggala, sebelah timur dengan Kelurahan Antang Kecamatan 
Manggala dan sebelah Barat dengan Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang, 
yang total luasnya 120,9 HA dipimpin oleh seorang Lurah dibantu oleh Sekretaris 
lurah serta tiga orang kepala seksi serta beberapa staf, dimana jumlah Penduduk 
21.618 jiwa tidak laki-laki 10.716 orang dan perempuan 10.902 orang. 
Kelurahan Batua dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memiliki 
visi dan misi dalam pemerintahan, yaitu : 
VISI DAN MISI KELURAHAN BATUA 
Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Profesional Dan Pemberdayaan Sumber 








a. Kelurahan Batua mampu menjadi pelayanan public yang baik dengan penerapan 
pelayanan public mulai dari tingkat RT dan RW Se-Kelurahan Batua, sehingga 
menjadi pelayanan public yang profesional bercirikan akuntabilitas dan 
responsibilitas dari pemberian layanan kepada masyarakat 
b. Mampu menata dan mengelola Kelurahan yang nyaman dan rapih 
c. Berusaha membantu kesejahteraan masyarakat yang berada diwilayahnya 
MISI 
a. Pembinaan mental dan spritual antar umat beragama 
b. Mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan public mulai dari tingkat RT 
RW se-Kelurahan Batua  
c. Menciptakan pelayanan prima terhadap seluruh elemen Masyarakat 
d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran ketentraman dan 
ketertibaan umum 
e. Mewujudkan penataan lorong-lorong yang ramah lingkungan bersama RT RW se-
Kelurahan Batua 
f. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudukan lingkungan yang bersih 
sehat indah aman dan nyaman. 
g. Meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berbasis industry rumah tangga. 
B. Peran Kantor Kelurahan Batua Dalam Melakukan Penagihan Pajak 
Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan 
daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; bahwa 





daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan 
pemberian diskresi dalam penetapan tarif; bahwa kebijakan pajak daerah dan 
retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan 
keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan 
potensi daerah.  
Ada pula upaya yang dilakukan pememrintah daerah kabupaten Gowa 
dalam mengoptimalkan penerimaan pajak diawali dengan survey keberbagai 
daerah di kabupaten Gowa demi tertibnya pembayaran pajak44 
Berkenaan dengan pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan yang obyeknya 
adalah hak milik masyarakat berupa bumi dan bangunan, Pemerintah Pusat 
menyerahkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan sampai 
pada pengelolaannya yang diatur dalam surat Keputusan Menteri Keuangan RI 
Nomor 1007/Kmk.04/1985 Pasal 1 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga berdasarkan keputusan tersebut, 
kekuasaan dilimpahkan kepada :  
1. Gubernur Kepala Daerah Propinsi atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk 
Daerah Propinsi, 
2. Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk Daerah lain. 
Pelaksanaan tugas tersebut secara operasional dilimpahkan oleh Bupati Kepala 
Daerah kepada Dinas Pendapatan Daerah, Camat dan Kepala Kelurahan atau 
Kepala Desa yang ada di wilayahnya. 






Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 2 Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 tentang pedoman susunan organisasi dan 
tata kerja Pemerintahan Kelurahan, Kepala Kelurahan mempunyai fungsi sebagai 
berikut :  
a. Menggerakkan partisipasi masyarakat,  
b. Melaksanakan tugas dari Pemerintah atasan,  
c. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan,  
d. Melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang Pembangunan 
dan kemasyarakatan,  
e. Melaksanakan tugas-tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban. 
Kepala Kelurahan dalam fungsinya sebagai pemrakarsa dan pelaksana di bidang 
Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan dituntut untuk menjadi 
panutan, pendorong, dan pemberi semangat bagi masyarakatnya, sehingga dalam 
diri masyarakat timbul dorongan dan semangat untuk mau bekerjasama secara 
sukarela demi mencapai tujuan bersama. 
Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada hakikatnya adalah  
pembagian dalam penyelanggaraan pemerintahan45 
1.  Tugas kantor lurah dalam melakukan penagihan pajak ; 
Kepala Kelurahan atau Kepala Desa adalah aparat pemerintah yang 
terendah di bawah Camat, maka pada gilirannya tanggung jawab sukses tidaknya 
pungutan Pajak Bumi dan Bangunan tergantung pada pundaknya. Hal ini sesuai 
bunyi pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 tentang 
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pedoman susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kelurahan yang 
mengatur bahwa : “Kepala Kelurahan mempunyai tugas sebagai penyelenggara 
dan penanggungjawab utama di bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan 
Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, 
urusan Pemerintah umum termasuk Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban”. 
Namun Sejak 3 tahun terakhir pihak kelurahan tidak lagi melakukan penagihan 
langsung ke wajib pajak tetapi pihak kelurahan dalam hal ini kolektor tetap 
melakukan himbauan ke RT dan Rw, untuk mengingatkan warganya untuk 
melakukan pembayaran pajak.  
Hal ini selaras dengan yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Jufri Selaku Kepala 
Kelurahan Batua, yaitu :  
“Sejak 3 tahun terakhir pihak kelurahan tidak lagi melakukan penagihan 
langsung ke wajib pajak tetapi pihak kelurahan dalam hal ini kolektor tetap 
melakukan himbauan ke RT dan Rw, untuk mengingatkan warganya untuk 
melakukan pembayaran pajak. Pihak kelurahan sudah tidak lagi 
melakukan penagihan akan tetapi tetap melakukan himbauan kepada wajib 
pajak melalui masyarakat untuk mengingatkan pembayraan pajaknya 
sebelum jatuh tempo, tetap melakukan sosialisasi setiap tahunya yang baru 
dilakukan pekan panutan pbb, jadi tidak ada sebenarnya yang menghambat 
tapi kurangnya kesadaraan masyarakat untuk melakukan pembayaran pbb. 
Sekarang kantor lurah tidak melakukan penagihan pajak akan tetapi 
kelurahan tetap menyalurkan SPPT yang ada dikelurahan yang diperoleh 
dari pendapatan daerah, jadi sppt (surat pemberitahuan pajak terhutang) 
tetap disalurkan kepada rt rw baik secara langsung maupun warga yang 
datang ke kelurahan.”46 
 
Sesuai dengan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia, maka tindakan 
penagihan pajak dilakukan setelah adanya pemeriksaan pajak dan setelah 
diterbitkannya Surat Ketetapan atau Surat Keputusan Pajak (STP, SKPKB, 
                                                 






SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan 
pajak yang harus dibayar setelah jatuh tempo pembayaran yang bersangkutan). 
Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:  
1. Penagihan Pajak Pasif Penagihan Pajak Pasif dilakukan dengan menggunakan 
STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding 
yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka 
waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti 
dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat 
teguran 
2. Penagihan Pajak Aktif Penagihan Pajak Aktif merupakan kelanjutan dari 
penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan 
aktif dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi akan diikuti dengan 
tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan 
penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari dimulai dengan 
penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan 
penyitaan, dan pemungutan lelang. 
Lalu Bapak Dr. Jufri Selaku Kepala Kelurahan Batua menjelaskan tata 
cara dalam melakukan penagihan pajak sebelum tiga tahun terakhir di Kelurahan 
Batua. Yaitu : 
  “Menyortir PBB yang datang sesuai wilayah Rw masing-masing yaitu : 
PBB dikirim dari Kantor Dispenda sampai di Kantor Lurah setiap RW ada 
Bloknya sesuai NOP PBB contoh 737112140004001_001 sampai dengan 
Blok 005 untuk RW masing-masing, setelah semua disortir untuk 13 RW, 
khususnya RW 8 dan RW 13 satu Blok karna pemerkaaraan RW, jadi 
Batua Tanda tangan 13 RW dari RW 1 sampai dengan RW 13, setelah 
semua disortir maka diundang semua RW atau diwakili oleh salah satu 





Lurah, selaanjutnya RW membagi SPPT PBB tersebut sesuai RT masing-
masing untuk dibagikan kepada warganya berdasarkan RT di wilayah RW 
tersebut, setiap PBB yang dijemput oleh RW harus tercatat di Kantor 
Lurah oleh kolektor PBB Kelurahan untuk selanjutnya dilaporkan 
kedispenda Kota Makassar. Demikian pula RW harus mencatat dibuku 
PBB RW sebagai data PBB di wilayahnya, dan RTpun mencatat dibuku 
PBBnya, sebelum dibagikan kepada warganya diwilayah RT masing-
masing, karna RW maupun RT masing-masing memiliki buku PBB 
sebagai data PBB di wilayahnya.”47 
 
 
3. Fungsi Kantor Lurah dalam penagihan PBB 
a. Mewajibkan warga membayar langsung di kantor pos terdekat atau melalui bank 
sulselbar . 
Menurut Bapak Taufik, S.AP. Selaku Staf Ahli Administarasi Umum 
terkait mewajibkan warganya dalam membayar pajak, beliau mengatakan: 
 “Jadi pihak kelurahan tetap melakukan penyampaian ke masyarakat 
tentang pembayaran pbbnya karna mengenai penagihan kelurahan tidak 
mempunyai kewenangan lagi 3 tahun terakhir kelurahan dilarang 
memungut biaya, karna pada saat pemeriksaan pihak kelurahan menjaga 
ada penyimpangan atau dana masyarakat yang tidak di stor, jadi itu salah 
satu pertimbangan sehingga pihak kelurahan cuman dalam hal ini kolektor 
cuman bisa menghimbau dan mengingatkan dan melakukan sosialisasi di 
masyarakat pentingnya pbb”48 
 
b. Menerima langsung pembayaran PBB masyarakat atau warga di kantor lurah oleh 
kolektor PBB kelurahan.  
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 tentang 
Tata Cara Pelaksaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksaan Penagihan 
Seketika dan Sekaligus, tahapan dan jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak. 
                                                 
  47Muh Jufri, Wawancara, 2020. 
 






Kegiatan penagihan pajak sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan 
pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka 
waktu 58 hari.  
Menurut Bapak Taufik, S.AP Selaku Staf Ahli Administrasi Umum, 
Beliau mengatakan : 
“Jadi pihak kelurahan tetap melakukan penyampaian ke masyarakat 
tentang pembayaran pbbnya karna mengenai penagihan kelurahan tidak 
mempunyai kewenangan lagi 3 tahun terakhir kelurahan dilarang 
memungut biaya, karna pada saat pemeriksaan pihak kelurahan menjaga 
ada penyimpangan atau dana masyarakat yang tidak di stor, jadi itu salah 
satu pertimbangan sehingga pihak kelurahan cuman dalam hal ini kolektor 
cuman bisa menghimbau dan mengingatkan dan melakukan sosialisasi di 
masyarakat pentingnya pbb”49 
 
Terkait denda yang harus di bayar oleh pihak wajib pajak, beliau 
menjelaskan: 
“Ada denda yang harus dibayar bagi masyarakat yang lupa membayar 
dendanya, ketentuan apabila PBB sudah jatuh tempo setiap tanggal 30 
september/tahun  maka wajib pajak dikenakan denda setiap bulanya 
sebesar 2%  dari pokok pajak begitu seterusnya.”50 
 
Dalam Islam, berbagai macam pungutan yang dilakukan oleh negara 
pertama kalinya terjadi ketika adanya pungutan kharaj yang diprakarsai pada masa 
kalifa’umar ibnu khatab yang didasarkan pada ijhtihadnya yang diterima oleh para 
sahabat yang lain, sehubungan dengan wilayah taklukkan di Irak (sawat al irak). 
Setelah itu ada pungutan lain yang bernama usyr sebagai respon dari laporan yang 
diterima halifa dari abu musa al asyr’ari ra. Dan surat dari menduduk musyawarah 
dengan para sahabat nabi yang lain. Sejalan dengan perkembangan zaman dan 
                                                 
49Taufik, Wawancara, 2020. 





komplesitas kehidupan, muncullah berbagai bentuk pungutan diluar yang telah 
disebutkan diatas, yang kemudian dikenal dengan istilah pajak ( dhariba) ini 
adalah pungutan yang dilakukan penguasa dari rakyatnya dengan mengats 
namakan kepentingan umum atau negara. Sejalan dengan perkembangan 
kehidupan pula, jenis-jenis pajakpun semankin beraneka. Perkembangan dengan 
tata aturan dan kelola pajak berlanjut sampai pada akhirnya lahirlah kitab 
fenomenal yang mengstur secara gamblang tentang segala hal yang berhubungan 
dengan pengelolaan keuangan negara yaitu kitab al-kharaj yang memiliki julukan 
khayr asas li nizam mali ‘adl’ sebagai buah karya dari ashabil hanifa, abu yuisuf 
rahimakumullah.51 
Dalam mendukung sistem pegawasan penegak hukum, fungsi pemberian 
jasa hukum seharusnya turut andil dalam pengawasan terhadap penegak hukum. 
Pemerintah  sebagai pemberi jasa hukum dipandang penting terutama bertalian 
dengan putussan-putusan hukum. Perkembangan pemberian jasa hukum tampak 
pada pemerintahan umar bin khattab yang memulai melimpahkan wewenangan 
peradilan kepada pihak lain yang memiliki otoritas, membenahi lembaga 
peradilan bahkan umar berhasil menyusun pokok-pokok pedoman beracara 
termaksuk etika hakim dalam Risalah al-Qadha. Umar juga mengukuhkan fungsi 
jasa hukum.52 
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Pajak penghasilan (PPh) pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang 
dibebankan pada penghasilkan perorangan, perusahan atau badan hukum lainnya. 
Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional atau regresif. Subjek 
pajak dari PPh 25 adalah orang pribadi dan badan, sedangkan objeknya adalah 
keseluruhan pajak penghasilan yang harus dibayar dalam priode pajak berjalan. 
Konsep dharibah memiliki relevansi dengan konsep pajak penghasilan (PPh) yang 
diterapkan di Indonesia sekarang ini. Dharibah hanya diwajibkan kepada kaum 
muslimin yang telah memiliki harta sisa dari pemenuhan kebutuhannya dan 
dipoungut ketika negara mengalami defisit. Sedangkan PPh diwajibnkan bagio 
seluruh subjek pajak penghasilan yang telah memenuhi syarat subjek pajak yang 
telah ditetapkan oleh undang-undang. Pajak penghasilan dipungut tidak hanya 
ketika negara dalam keadaan defisit. Artinya, pajak ini tetap dibebankan kepada 
subjek pajak yang telah ditetapkan.53 
Ketaatan kepada pemerintah untuk mematuhi peraturan yang telah 
ditetapkan dalam hal ini kewajiban membayar pajak juga sama dengan ketaaan 
kepada agama yang mewajibkan mengeluarkan pajak, meskipun pada masa 
Rasulullah dan khulafurrasyidin zakat dikenakan kepada penduduk yang 
beragama Islam, sedangkan pajak dikenakan kepada penduduk non muslim. Hal 
ini sesuai dengan QS. At-Taubah/9:60. 
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اِب   وُُبُْم َوِِف الر َِق ُل ِة قُ  َؤلمَف ُم ا َواْل َه يْ  َل نَي َع ِل اِم َع ْل نِي َوا اِك َس َم ْل ِء َوا َرا َق ُف ْل اُت ِل َق َد َا الصم َّنم ِإ
يمٌ  ِك يٌم َح ِل َن اَّللمِ ۗ َواَّللمُ َع ًة ِم َض رِي يِل ۖ َف ِب ِن السم يِل اَّللمِ َواْب ِب نَي َوِِف َس اِرِم َغ ْل  َوا
Terjemahnya: 
“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, 
amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf) untuk (memerdekakan) 
hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang untuk jalan 
Allah, dan untuk orang yangs edang dalam perjalanan, sebagai kewajiban 
dari Allah. Allah mahaa mengetahui, maha bijaksana.”54 
 
Berdasarkan ayat tersebut, pendistribusian pajak dalam Islam wajib bagi 
golongan yang berhak untuk menerimanya, yaitu: fakir, miskin, amil zakat, 
muallaf, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang agar 
mensejahterakan umat. Paja sebagai basis material suatu negara memegang 
peranan penting dalam membantu pemerintah dalam menjalankan fungsi 
kepemerintahannya, bahkan Islam memberikan perhatian yang serius terhadap 
negara, karena negara merupakan lembaga kekuasaan yang bisa menjadi alat 
kezaliman yang sangat berbahaya. Untuk itu Islam memberikan ajaran kepada 
negara untuk alat keadilan, bukan kezoliman dalam mewujudkan pembangunan 
pada semua orang yaitu pajak.55  
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C. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanan Tugas dan Fungsi Kantor Lurah 
Dalam Melaksanakan Penagihan Pajak. 
Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak 
dan dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu. Dua sumber itu 
merupakan sumber yang terpenting yang memberikan penghasilan kepada 
negara.Maka dapat dikatakan penghasilan itu untuk membiayai kepentingan 
umum seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya.Jadi, 
dimana ada kepentingan masyarakat, maka disitu timbul pungutan pajak. Para ahli 
dalam bidang perpajakan memberikan definisi atau pengertian yang berbeda- beda 
mengenai pajak, namun demikian berbagai definisi atau pengertian pajak tersebut 
mempunyai inti dan tujuan yang sama. 
Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:56 
1. Perlawanan Pasif, Perlawan Pasif berupa hambatan yang mempersulit 
pemungutan pajak dalam mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. 
Contohnya: Banyaknya lahan yang kosong. 
Menurut Bapak Taufik S.AP Selaku Staf Ahli Administrasi Umum tentang 
banyaknya lahan kosong yang ditinggal oleh pemiliknya, beliau mengatakan : 
“Pemerintah Indonesia mewajibkan setiap warga negaranya untuk 
memanfaatkan lahan kosong milik pribadinya untuk kegiatan yang 
produktif. Jika tidak dilakukan, maka harus siap dikenakan pajak bumi dan 
bangunan (PBB) dengan tarif yang lebih tinggi. Masyarakat didorong 
untuk memanfaatkan tanah atau lahan bidang kosong untuk bercocok 
tanam, menanam sayuran, atau memelihara hewan seperti ayam. Adapun 
lahan kosong yang di tinggalkan akan tetap dikenakan biaya pbb” 57 
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 “Pbb tanah yang kosong dengan menghubungi RT RW dimana tanah 
tersebut berada, menghubungi keluarga yang satu lokasi atau dihubungi 
via telpon kepada pemilik tanah tersebut”58 
 
2. Perlawanan aktif, Perlawanan Aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang 
secara langsung ditujukan kepada Fiskus dengan tujuan untuk menghindari 
pajak. Bentuknya antara lain:  
a. Penghindaran Pajak, Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Dalam 
penghindaran pajak ini, Wajib Pajak tidak secara jelas melanggar Undang-undang 
sekalipun kadangkadang dengan jelas menafsirkan Undang-undang tidak sesuai 
dengan maksud dan tujuan pembuatan Undang-undang.  
Menurut Bapak Taufik, S.AP Selaku Staf Ahli Administrasi Umum 
menjelaskan penghindaran pajak yang dilakukan bukan dikarnakan kinerja kantor 
lurah yang menurun melainkan adanya faktor eksternal yang lain, Beliau 
mengatakan : 
“Kinerja lurah selama 4 tahun dari 2016, ada beberapa perubahan yang 
cukup bagus termaksud pelayanan, pembangunan wilayah di lingkungan, 
hubungan rt rw harmonis, adanya peningkatan dalam hal pajak. 
Kinerja kantor lurah  untuk tahun ini bahwa kelurahan tidak masuk di 
angka 100% akan tetapi kelurahan menjadi urutan kedua  dan ketiga 
sekecamatan manggala, akan  tetapi kelurahan batua sudah mendapatkan 
urutan kedua dari kelurahan borong, yang dimana memiliki kurang lebih 
angka 60%, karna setiap tahunnya perubahan yang ada dikantor lurah itu 
meningkat dengan baik. melainkan kendala yang dihadapi kelurahan 
yaitu banyaknya bidang-bidang tanah yang kosong yang pemiliknya ada 
di wilayah lain contohnya ada di kabupaten lain sehingga pbbnya jadi 
tidak terbayar, itulah sebab terjadinya tunggangkan.”59 
 
                                                 
58 Taufik, Wawancara, 2020. 





b. Pengelakan Pajak, Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang 
dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar penetapan 
pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Contohnya: 
konsultan/professional bebas menyembunyikan sebahagian pendapatannya, kecil 
kemungkinan diketahui oleh Fiskus karena dia sendiri yang mencatat 
penghasilannya.  
Menurut penjelasan Bapak Dr. Jufri Selaku Kepala Kelurahan Batua saat 
ditanyai mengenai ada tidaknya kerugian yang di alami negara, beliau menjawab : 
“Iya ada, karna pemerintah tidak mencapai target sesuai yang telah 
ditentukan karna adanya beberapa pemilik tanah yang tidak membayar 
maka dari itu kerugian yang di alami negara sangat terasa dan begitu 
berdampak. Di kantor lurah itu adalah menerima data dinas pendapatan 
daerah terkait masalah pendapatan pbb yang ada di wilayah batua, yang 
dilakukan oleh seorang kolektor pbb, hal ini dia yang membantu 
menangani penagihan di masing-masing wilayah rt rw juga salah satu 
menentukan dalam hal melangsungkan sosialisasi rt rw membantu 
pemerintah kelurahan dalam rangka penagihan pbb yang ada di wilayah 
kelurahan batua.” 
 
Beliau menjelaskan cara mengetahui kerugian yang dialami pemerintah 
akibat tidak adanya pembayaran PBB, Bapak Dr. Jufri mengatakan : 
“setelah hasil laporan pajak terkumpul maka terbit surat dari dispenda 
pemerintah setempat dikirimkan surat pemberitahuan bahwa kelurahan 
tersebut tidak mencapai target untuk PBB tahun berjalan dan setiap 
bulan ada secara rutin surat pemberitahuan yang dikirim dispenda 
kepada pemerintah setempat. Hal positifnya dalam melakukan 
pembayaran pajak itu dikembalikan lagi ke masyarakat, pemasukan 
phd kota makassar yang bisa dikembalikan lagi di masyarakat terkait 
masalah perbaikan-perbaikan jalan dan infrastruktur lainnya”60 
 
c. Melalaikan Pajak, Melalaikan pajak adalah tidak melakukan kewajiban 
perpajakan yang seharusnya dilakukan. Contoh: menolak membayar pajak yang 
                                                 





telah ditetapkan dan menolak memenuhi formulitas-formalitas yang harus 
dipenuhi oleh wajib pajak. 30 Pengusaha yang telah memotong pajak 
karyawannya tetapi pajak tersebut tidak disetorkan dan dilaporkan ke kantor 
pajak.  
Menurut Bapak Taufik, S.AP Selaku Staf Ahli Administrasi Umum 
menjelaskan solusi bagi masyarakat yang sering lalai dalam melakukan 
pembayaran pajak, beliau mengatakan : 
“ada solusi yang selalu di tawarkan pemerintah terhadap pihak yang 
sering lalai dalam membayar pajak dimana kebanyakan dari masyarakat 
sering beralasan terkait sulitnya akses dalam membayar pajak bagi 
mereka yang berada di daerah yang minim infrastruktur, solusi yang 
pemerintah berikan adalah boleh dibayar di daerah bersangkutan melalui 
kantor pos atau bank sulselbar kemudian mengirim bukti storan kepada 
kantor lurah, boleh via fotocopy atau dikirim foto via whatsapp”61 
 
Untuk batas waktu pembayaran pajak, beliau menjelaskan : 
“bukan hanya untuk di daerah akan tetapi untuk semua wajib pajak mulai 
membayar PBB sejak PBB itu dibagikan di bulan April dan terakhir pada 
tanggal 30 september pas hari terakhir jatuh tempo setiap tahunnya itu 
sudah ketentuan secara umum.”62 
 
Adapun faktor yang terkait dengan terbentuknya persepsi masyarakat 
terhadap kewajiban membayar PBB di Kelurahan Batua dikarenakan : 
1. Tingkat Pendidikan: Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat 
dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat 
pengetahuan masyarakat maka akan semakin mudah pemerintah untuk 
menyadarkan masyarakat bahwa dalam kehidupan tidak ada satu pun yang dapat 
diperoleh tanpa membayar atau mengorbankan sesuatu, yaitu salah satunya adalah 
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dengan membayar pajak. Tingkat pendidikan memiliki hubungan yang kuat 
terhadap motivasi membayar PBB. 
Menurut Pak Safar selaku tokoh masyarakat di Kelurahan Batua, beliau 
mengatakan : 
“Memang kita sebagai masyarakat jarang membayar pajak di kelurahan 
karena kurangnya pengetahuan mengenai cara pembayaran pajak, kita 
tidak paham siapa dan bagaimana cara membayarnya. Selain itu biasa 
kita lupa kapan waktu pembayaran jadi biasa terlambat, tiba tiba ada 
pemberitahuan kalau pajak kita terlambat dibayar dan harus bayar denda 
itu juga memberatkan karena masih banyak yang harus di bayar selain 
pajak apalagi kondisi sekarang karena adanya virus corona”63 
 
2. Pengetahuan masyarakat tentang PBB : Pengetahuan masyarakat tentang PBB 
meliputi: peraturan mengenai PBB, fungsi dan mafaat dan PBB yang dibayarkan, 
tata cara dan tempat membayar PBB, mengetahui tanggal jatuh tempo, sanksi dan 
denda jika tidak membayar PBB tepat waktu, dan cara menghitung PBB. 
Menurut Ibu Fhira selaku tokoh masyarakat di Kelurahan Batua, beliau 
mengatakan : 
“masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang manfaat membayar 
pajak jadi biasanya dilupa untuk bayar apalagi petugasnya kurang 
sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak jadi biasa banyak pbb 
yang tertunda karna lupa kapan tanggal pembayarannya”64 
 
Lanjut ibu Fhira terkait solusi yang harus dilakukan pihak kelurahan batua serta 
masyarakat di kelurahan batua terkait pembayaran pajak, beliau mengatakan : 
“harus ada sosialisasi rutin yang harus dilakukan oleh petugas kelurahan 
agar masyarakat selalu ingat kapan jadwal pembayaran pbb, selain itu 
saat sosialisasi petugas harusnya lebih ramah serta memperhatikan warga 
kelurahan karena tidak semua warga kelurahan batua paham atau tahu 
cara membayar dan untuk apa pbb dibayar. Untuk masyarakat sendiri 
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harusnya selalu ingat dan patuh dalam membayar pajak karna ini juga 
untuk kebaikan kita bersama. Kan banyak jalanan yang bisa diperbaiki 
kalau pajak yang kita bayar rutin setiap tahunnya tanpa harus 
menunggak”65 
 
Paradigma masyarakat yang menggap pajak sebagai sesuatu yang 
menakutkan, yaitu dengan pembayaran nominal uang yang cukup besar dan 
digunakan untuk keperluan negara. Hal tersebut menurut masyarakat tidak 
sebanding dengan pendapat yang didapatkan dan tidak sebanding dengan 
pelayanan yang didapat pula oleh masyarakat. 
Berdasarkan uraian tersebut pelayanan yang diberikan pegawai kantor 
Kelurahan Batua belum melaksanakan perannya secara maksimal, masih 
banyaknya keluhan-keluhan dari masyarakat Kelurahan Batua menunjukan masih 
kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bagaimana tata cara pembayaran 
pajak dan benar. Pegawai kantor Kelurahan Batua dituntut untuk lebih aktif lagi 
dalam mensosialisaikan pentingnya membayar pajak bagi masyarakat guna untuk 
tercapainya tujuan awal dari fungsi pajak tersebut. 
Keberadaan lembaga negara seharusnya memang masuk dalam agenda 
kepedulian agama, jika benar-benar agama hendak membebaskan manusia. 
Omong kosong jika sebuah proyek pembebasan manusia tanppa 
mempertimbangkan eksistenti agama. Sekularisme de facto yang terjadi di dalam 
kehidupan sosial umat Islam semenjak zakat dipisahkan dari pajak. Tahap demi 
tahaap, keterkaitan iman dengan tata sosial mulai pupus. Maka seharusnya negara 
harus sejalan dengan agama, dan pajak harus diberi isi dan disemangati oleh ruh 
zakat. Negara sebagai lembaga politik harus turut bertanggung jawab untuk 
                                                 





menjalankan cita-cita keadilan dan kemaslahatan yang diemban agama.66 Hal ini 
sesuai dengan QS. At-Taubah/9:103. 
ٌن  َك َك َس َت ََل نم َص ْم ۖ ِإ ِه ْي َل لِ  َع ْم ُِبَا َوَص يِه زَكِ  ْم َوتُ  ُرُه هِ  َط ًة ُت َق َواِِلِْم صَ َد ْم ْن َأ ْذ ِم ُخ
يمٌ  ِل يٌع َع ُْم ۗ َواَّللمُ َسَِ  َِل
Terjemahnya: 
“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan 
mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu 
(menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, 
Maha mengetahui.”67 
 
Mashhalih mursalah atas dasar kepentingan atau kaidah mencengah 
mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan mashlahat atau kaidah 
lebih memilih mudarat yang menimpa individu atau kelompok tertentu dari pada 
mudharat yang menimpa manusia secara umum. Kas Negara yang kosong akan 
sangat membahayakan kelangsungan Negara, baik adanya ancaman dari luar 
maupun ancaman dari dalam. Rakyat pun akan memilih kehilangan harta yang 
sedikit karena pajak dibandingkan kehilangan harta keseluruhan karena Negara 
jatuh ketangan musuh. Zakat dan pajak memiliki kedudukan yang sama dalam 
bidang harta, namun keduanya mempunyai arti yang khusus dan keduanya 
berbeda asas dan sifatnya, tujuan dan sasaran, disamping itu berbeda juga 
mengenai prinsip, tujuan dan jaminannya. Namun tentu saja hal-hal yang menjadi 
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kewajiban untuk umat Islam seperti zakat harus menjadi prioritas utama 
pemerintah. Disatu sisi, pajak akan mendapatkan legitimasinya dalam agama 
manakala mendapatkan perhatian lebih ketika digunakan oleh pemerintah yang 
bertujuan untuk kemaslahatan bersama.68 
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Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tugas dan Fungsi Kantor kelurahan 
Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak di Kelurahan Batua Kota Makassar (Telaah 
Hukum Tatanegara Islam) dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 
1. Tugas kantor kelurahan Batua dalam pelaksanaan penagihan pajak ialah : 
memastikan warga kelurahan batua membayar pajak sesuai peraturan yang 
telah ditetapkan serta mengingatkan warganya untuk melakukan pembayaran 
pajak. Sedangkan Fungsi kantor lurah batua dalam melaksanakan penagihan 
pajak ialah: mewajibkan warga membayar pajak secara langsung di kantor pos 
terdekat atau melalui bank sulselbar, menerima langsung pembayaran PBB 
masyarakat atau warga di kantor lurah oleh kolektor PBB kelurahan. Dalam 
islam membayar pajak sama dengan melakukan pembayaran zakat yang 
sifatnya wajib dilaksanakan demi menunaikan ibadah. 
2. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanan Tugas dan Fungsi Kantor Kelurahan 
dalam pelaksanaan Penagihan Pajak terbagi atas dua penghambat. pertama, 
karna faktor penghambat pasif yang meliputi banyaknya lahan kosong yang 
ditinggalkan, Adapun lahan kosong yang di tinggalkan karena tidak diketahui 
keberadaan pemiliknya akan tetap dikenakan biaya pbb. Kedua, karna faktor 
penghambat aktif yang meliputi Penghindaran pajak seperti kurangnya 
pendidikan masyarakat terhadap wajib bayar pajak, seperti kurangnya 






B. Implikasi Penelitian 
Sebuah penelitian senantiasa memberikan implikasi, adapun implikasi dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Tugas dan fungsi kantor lurah dalam melaksanakan penagihan pajak 
diharapkan agar para pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan penagihan 
Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di kelurahan batua sebaiknya lebih 
meningkatkan lagi kinerja dalam menjalankan tugas serta fungsi-fungsi 
manajemen dengan lebih baik dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan 
agar dapat lebih meningkatkan juga penerimaan dari sektor Pajak khususnya 
Pajak Bumi dan Bangunan sebagai kontribusinya terhadap pendapatan daerah. 
2. Untuk mencegah meningkatnya faktor-faktor penghambat dalam penagihan 
pajak di kelurahan batua diharapkan kesadaran masyarakat dalam memahami 
pentingnya pembayaran pajak serta peran aktif pegawai  kantor kelurahan 
batua dalam melakukan sosialisasi serta memahami bagaimana kondisi sosial 
masyarakat di kelurahan batua. Perhatian khusus juga dibutuhkan bagi 
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